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MASALAKY

- “Pakjun 83 tanggal 1 Juni 1983 dai Pakto
tangzal 27 Oktober 1988 memicn pertambal-
an bank-bank baru, bersamaan itu timbul
pula kejahatan-kejahatan perbankan baik
yang dilakukan oleh para bankir it sendiri
mavpun kejahatan petban!ﬂn yang dilaku-
kan pihak luaz”

MKTA;FMA

jo]

. Pakjun 1 Juni 1983, pemerinah m@mhaw

'nkfm i\emud‘i han-kemudahan dalam

mendirikan bank-bank swasta. Bz_ut;k_s_was—

ta talun 1983 = 111 bank, 1988 = 152
bank dan tahun 1998 = 250 bank,

- Pakio 1988, pemeriniah memberikan ke-

leluasaan dalam pemberian kredit pada




niasabah sampai dengan tahun 1998 jura-

2} Data Kerugian:

6.

lah keedit yang dibertkan oleh bank swasta
Ry 447 Ariliun. a

. Kredit likuiditas yang diberikan Bank Indo-

nesia kepada bank swasta, tidak menca-
pai sasaran bagi kesejahteraan masyara-
kat, karena sebagian besar digunakan oleh
para bankir untuk memperkaya dirinya
sendirf atau groupnya ataw berkolusi de-
ngar: pengusaha-pengusaha tertentu, kre-
dit macet sampai dengan Agustus 1993
adalah Rp 190 triltun,

. Pasal-pasal Pidana yang dapat diterapkan

dalam “Penegakan Hukum™ masalah
perbankan terdiri dari:

a. UU No.7 / 1992 UU Perbankan,

b. UU No.3/1971 UU Anti Korupsi.

¢. Pasal-pasal tertentu dalam KUHP

. Pasal 284 KUHAP, merupakan hambatan

bagi penyidik-Poiri dalam mengungkap
kasus tindak pldam k{)mp& dalam masa-
lah perbankan
Situasi’ l\ej'thataﬂ di bzd&l}g perbankan.

L. Data hc]admn berdasarkan modus ope-
randi ;

1. iLalulintas Giral
2. | Perizinan

16.826.000.000
17.311.594.102
16.646.716.301
68.430.400.000

4. Kasus-kasus perbankan yang menonjo:

1. BANK ARTA PRIMA:
Pemilik Bank Arta dan selaka pemi-
lik grup Gunung Agung telah me-
lakukan penjualan saham melalus
Kosgoro yang pembayarannya

- menggunakan surat berharga be-

rupa promes SPBU an. anak peru-
sahaan Guaung Agung Kim Joha-
nes Mulia.

Kerugian Rp 324.335.702.725,-

2. BANK ASTA:
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Kemg;an Rp 57 000 {}00 f}{){)

BAN%( PERXIAGAM\E
L Pemilik Bank Asta bersama dengan
- pengusus lainnya telah menarik da-
~na masa yang disimpan di Bank Per
- niagaan dengan cara menciptakan
- debitur fiktif a.n. anak perusahaan
. group tersebut yang dijamin dengan
- transaksi CP fiktif di mana pada saat
- digudit oleh pihak BI telah diketahui
. adanya penyimpangan, namun hal
-ni dibiarkan l}ahkcm ;nasxh menem
© - rima dana dari BL
" Kerugian Rp 1,130 Erzhun.

4. BANK DWIPA :
- Pemilik Bank Dwipa telah menarik
+-dana milik beberapa bank melalui
-« iransaksi PUAB dengan cara mener-
~bitkan surat berharga Bank Dwipa
-Fikiif (NCD dan CP) vang dipakai
berbagai jaminar: di bank korespon-
den. Menarik dana milik deposan
dan menerbitkan secara tidak sah
 yang dimasukkan ke rekening di be-
berapa bank lain sebagai rekening
penampungan.
Kerugian Rp 260.000.000.000.

Direktur dan karyawan
BankEXIM .~
di kantor pusat dengzn
sengaja membuat
laporan transaksi valas y'mg
tidak benal 3

ada dan menyalurkan kredit tidak
sah kepada perusahaan group milik
fersangka.

Kerugian Rp 50.600.000.000.

6. PT PAN BULLION PRIMA:
Direktur PT. PAN BULLION PRIMA
telah melakukan penipuan atas
transaksi penghimpunan dana dari
masyarakat. Dalam transaksi pem-
belian eimas secara ident. -+~

kerugian Rp 11.000.000.000.

7. BANK EXIM
Direktur dan karvawan Bank EXIM
di kantor pusat dengan sengaja
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kan kepada

groupnya den zan bilyet deposiio

aspal. v
Kemgian Rp 198 miiiar,

9. Bf\\\~ bOUl iAbI AbIA _
BI diketahui sejak bulan \1@1 1()89
telah memberikan kredit tanpa ana-
lisa kelayakan kepada groupnya se-
hingga melehili batas maksimal
pembe ian kredit, penguies bank
melaksanakan CDO dart B,

Kerugian Rp 800 miliar.

10. BDNI
Tindak pidana perbankan dengan
cara mencur, menipu atas perabe-
rian kredit secara tidak sah dari batas
maksimum pemberian kredit debitur
group pemilik bank.

ANALISIS

A. Pakjun 83 dan Pakio 88

1. Dengan berlakunya kebijaksanaan di bi-
dang perbankan tanggal | funi 1983 (Pak-
jun 83) vang intinya memberikan kerau-
dahan dalam pendirian bank maka mun-
cullah bank-bank baru vang tumbuh di
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4 perisahasn dalam nula menghadani bank-bank pemeriniah

para nasabal menjadi rebutan para bankir
dan di samping {iu bank-bank ita-sendiri

-melakukan penvempurnaan di bidang

usahanya herupa manajemen, tehnik pe-
layanan vang baik dan sehagainya.
Dengan demikian teriadilah perubah-
ai yang mendasar dalam sistemn perbank-
an nasional dan mencakup segala bidang,
mulai dari masalal: perizinan permodalan
sampai pada hal-hat yang tak dapat diduga
sebelumnva; - Perkembangan tersebut
memacu perekonomian nasional.
Jumlah bank swasta pada tahun 1933
herjumtiah 111 bank, menjadi 152 hank
pada tahun 1988 dan menjadi 250 pada
mhun 1998, sebagai akibat dard pertam-
buhan bank-bank tersebut di samping
mempunyai dampak positif, juga tren
dampak negatif yaitu persaingan vang ku-
rang sehai antara bank-bank tersebut. Per-
saingan tersebut bahkan sering dilakukan
dengan melakukan pelanggaran-pelang-
garan. Misalnya dalam bidang perizinan
dan dalam hal permodalan dsh. Pelang-
garan-petanggaran ersebut sesuai dengan
U0 No. 7/92 UL Perbankan merupakan
pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan
data vfmg, a{i& maka sejak tahun 1995
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memberikan dampak positif, juza mem-

D samping itu, karena adanva nersa-

bawa dampak negatif yang pada akhimya
mernbuat kehancuran szstem perbankan
Kita.

Pakio 88 telah membuat 16;*5'11[10&12
antarbank dalam memperoleh dang dan
sek Ah_gus penyaluraniya, keberadaan na-
sabah disatu sisi digunakan sehagai sum-
ber pernasukan dana, tapi di sist lain digu-
nakan sebagai alat penyaluran dana yang
diterima dari Kredit Likuiditas Bank Indo-
aesia (KLBD). Di samping ituskadang kala
para bankir menggunakan dana kredit BI
(KLBE) untak kepentingan groupnya sen-
diri dengan menggunakan nama nasa-
bah. Pura bankir berlomba-lomba dalam
mendapatkan dan menvalurkan dana,
guna melakukan pélayanan masyarakat,
akan tetapl kadang kala ketentuan-kesen-
tuan dan prosedur perbankan sering tera-
baikan.

B

Kredit ycmﬁ d:ibenkan balk :%
pada nasabah maupun &
pada groupnya sendii |
yang melampaui BMPK
tidak terjamin dengan aset yang

i

ingan dan kurangnya kontrol dari BI ma-
ka dalam hal pemberian kredit tersebut,
tetjadi penyimpangan; Penyimpangan-pe-
nyimpangan ini bisa terjadi; kredit di-
berikan tanpa adanya agunan yang me-
madai, atan balkan fiktif.  Di samping
penvimpangan-penyimpangan ersebut,

“bahkan penvaturan krediz baik vang diberi-
Jpen; )

kan kepada nasabah maupun yang disa-
Jurkan kepada groupnya sendisi kadany-
kadang melampaul Batas Maksimum
Persberian Kredit (BMPK). Penyimpang-
an-penyimpangan atan lebil tepatnya pe-
langgaran-pelanggaran tersebut vang ak-
hirnya mengakibatkan terjadinya kredit
macef; merupakan perbuatan pelanggar
an hukum. Dari rangkaian perbuatan-per-
buatan tessebut di atas maka pelangearan-
pelanggaran vang telah dilakukan dapat
difdasifikasi sebagai beriku:

1. Kredit yang diberikan baik pada nasa-
bah maupun pada groupnva sendiri
yang melampaui BMPK tidak terjamin
dengan aset yang memadai, hingga
bank tidak dapal mengambil tindakan
berupa penyitzan pada nasabah bila
sewaktu-wakiu terjadi masalah.

. Kredit vang tidak dijamin dengan ja-
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- melampaui BMPK menvebabkan rapuh-

nya keadaan bank ybs, Dan akan terjadi
collapse bila sewakto-walkiu terjadi penari-
kan dana B atau terjadi rush.

B. Penegakan Hukum

UU Perbankan

Penegakan hokum YU Perbankan ialah
sampai di mana para penegak hukum antara
lain Polri dapat melaksanakan penyidikan
hingga tuntas terhadap semua pelanggaran
yang ferjadi pada bank, .

Di samping itu perangkat hukum mana
yang dapat diterapkan hingga pelaku keja-
hatan perbankan tidak lolos dari ancaman
pidana, hingga para pelaku kejahatan bank
menjadi “jera”.

a. Penanganan Kasus oleh Polri

Berdasarkan pada data tersebut serta pe-
nanganan kasus yang sedang ditangani oleh
polri, kasus-kasus yang menonjol adalah ka-
sus tindak pidana perbankan di bidang * Per-
kreditan”, yaita berfokus pada masalah pe-
langgaran BMPK,

Pada hakekatnya perbuatan pelanggaran
BMPK mencakup bheberapa ancaman pidana,
- baik pidana perbankan, pidana korupsi dan
pidana dalam KUHP

T carrimaimer 2t1s daloensy evmeos o bonen ool e

Berdasarkan pada data
serta penanganan kasus
‘ yang sedang ditangani
oleh polri, kasus-kasus
yang menonjol adalah kasus tindak
pidana perbankan di bidang “
Perkreditan”, yaitu berfokus pada
masalah pelanggaran BMPK.

e e e S G e e SRR Sy

operandi tindak pidana “perkreditan”.

Data kerugian atas 79 kasus yang dita-
ngani pthak Polri sebesar Rp 66 triliun ne-
nupnjukkan bahwa kejahatan perbankan se-
cara kualitatif cukup tinggi: dan sebagai ban-
dingannya ialah babwa nilai kredit macet pa-
da Agustus 1998 Rp 190 triliun.

b. Penerapan pasal-pasal pada
tindak pidana perbankan:

Dalam penerapan tindak pidana suatu
kasus yang memiliki afuran perundang-un-
dangan tersendiri seperti tindak pidana per-
bankan atau tindak pidana korupsi, berlaku
rumusan “Lex specialist derograt lex genera-
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nz korapsi (UU No.3/1971) dar baru pasal-

dipidana dengan pasal-pasal pada-Ll-Sub

pasal Tindak Pidana Umum. Untuix meng
hindari lolosnya tersangka dfm tunfitan pida-
na, maka penyidik harus menempkan bebe-
rapa pasal-pasal alternatif-(Panah - Serzbu)
Penerapan pasal alternatif tersebus: éapat
ditempuh dengan cara mengﬂabungkan -
tutan-tuntutan pasal-pasal ‘pidana tersebut
dalam suatu tuntutan dengan meng”jo” kan
pasal-pasal yang lebil berat/khusus ke yang
lebih ringan atan vmum atau dengan cara
bertahap dari tuntutan-tuntutan: ‘pritner, se-
kunderdan lebih sekunder dan’ seterusnyz,
Penerapan pasal-pasal pidana dalam ka-
sus-kasus yang menonjol seperti di atas vait
pelanggaran Batas Maksimnm Pemberian
keedit (BMPK) atas bantuan kucuran BI, ma-
ka pasal-pasal dalam tindak pidana per-
bankan, korupsi dan pasal-pasal dalam tindak
pidana umum. Bahkan kalau perbuatan ter-
sebut dilakukan dengan kesengajaan menga-
caukan perekonomian negara, pelaku dapat

Tersangka dalam pelang-
garan BMPK| selain Bank
Penerima Kredit juga |

vers] (PNPS F\Eo 11/1963}

‘Di samping itu tersangka dalamn pelang-
garan BMPK, selzin Bank Penerima Kredit
juga dapat dikenakan pada Bank Pemberi
Kredit, dalam hal ini adalah para petugas
Bank Indonesiz. - :

1. UU No. 7/1992 (U Perbankan). -

* Bank penerima Kredit Likuidasi Bank
Tndonesiz (KLBD) berdasar ketentuan
hanya dapat menyalurkan dana uniuk ke-

- pentingan group Disnisnva, sebesir 8 %
dari nilai dasar aset bank. Pada kényata-
annya para bankir tersebut menyalurkan
dana bagi group bisnisnya (BDNI) 1nen-
capai 75 %. Lepas dari masalah-masalah
vang timbul atas penyaluran dana ke
groupnya tersebut, menyangkut masalah
agunan, pembukuan dan penyimpangan
dari tujuan kredit KEBT itu sendiri, maka
perbuatan penyaluran kredit untuk kepen-
tingan groupnya melampaui batas BMPK,

dapat diancam dengan pasal 49 ayat (1)

dan (2) b UU No. 7/1992 UU Perbankan.
4. UU No. 3/1971 (UU Anti Korupsi ) -

Perbuatan seperti diutarakan seperti da-
larr: point (1) tersebut di atas, adalah da-
lam rangka memperoleh keuntungan dari
groupnya, dengan cara melawan hak




setalui-nresedus. Tsiilab talangan. disini
iafah bantuan BI vang diberikan pada
bank-bank swasta untuk menjamin dana
masyarakat vang tertanam di bank-bank
tersehuf, unink mengantisipasi adanya
rush karena adanya krisis moneter bara-
baru ini. Dana ialangan fersebut oleh BI
diperhitungkan sebagai pinjaman pada
bank vang bersangkutan, Di sini jelas bah-
wa dana talangan KLBI-fersebut adalah
“akan menjadi milik masvarakat atau na-
*gabah bila dana tersebut diambil oleh ma-
syarakat atau nasabah. Penggunaan dana
ik masyarakat untuk kepentingan pri-
badi/groupnya jelas perbuatan mefangoar
hukum, Lebih-lebih dana tersebut dari BI
vang berarti adalah milik negara. Berda-
sarkan pada hal-hal tersebut di alas, maka
<unsur tindak pidana korupsi “memperka-
-y dind” berdasarkan pasal 1 ayat (3) a U
anti korupsi terpenuhi.

Lebih lanjut pihak pemberi dana dalam
hal inj B, dapat pula dikenakan sanksi
pidana berdasarkan U anti korupsi. Se-
bagaimana dikeiahui bahwa Pelanggaran
BMPK ini telah teriadi sejak awal tahun
1993, Dari laporan-laporan berkala sebe-
narnva dapat diketzhui apakah bank-
bank swasta tersebut telah melanggar

+ Penggunaan dana
masyarakat untuk
kepentingan sendiri
atau groupnya dapat

diklasifikasikan sebagai perbuatan
penipuan ataupun penggelapan

hahkan pemalsuan.

s
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hank akan dapat diketahui, apakah pe-
nyaluran dana BI kepada masyarakas ter
sebut melalui prosedur vang benar atav
tidak, Dengan demikian maka patat di-
duga bahwa petugas-petugas Bl vang tetap
rmemberikan kredit KLBI dan disalahgu-
nakan oleh para banki, dan melampaui
BMPE. telah melakukan perbnatan mela-
wan hukum” dengan cara menyalahgu-
nakan jabaiannya: maka unsur menya-
lahgunakan jabatan pasal | ayat (1) b
Ul Antl Korupsi terpenuhi.

. Pelanggaran pasal-pasal KUHP

- Penggunaan dana masyarakat untuk
kepentingan sendirl atau groupaya dapat
diklasifikasikan sebagai perbuatan peni-

suan ataupun penggelapan bahkan pe-
. e fatu)
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hukan Ininpys heming permehopan. bae
dit,-agunan kredit dan sebagainva,
Lengan denikian maka pasal-pasal pi-
dana umun dapat diterapkan dalam ka-
“sus-kasus tersebut berupa pasal-pasal 378
{penipuan), -pasal 392 (penggelapan)
maupun pasal 263 (pemalsuan): dan le-
bil lanjut dapat dikenakan pasal 55 dan
S6KUHP vaitu turui seria dan membaniy
meicimul\dn puhuat’m pzd’m'{

G Kewenangan Poiri dalam
~ Penyidikan Tindak: Korupsi -
’ie;dapm beﬁi apa kalangan termasuk

anggota Polri, mermzhn dg}dh&h Polit dapat _
menyidik tindak pld&l}d korupsi. Keraguan
lam pasal 6 KUHAP. Hal-hal rersebut diperte-
“aas pula dengan betlakunya Undang-un-

tersebut didasarkan pd(lcl sumgmd terjadi
polemik dalam nmngami an pasal 284

KUHAP, seolah- oiah Poirt Uda}\ bcmemnﬁ '

mun dlk kasus k@mpsl A\

3e1dapa‘i bebe1 dp&

 kalangan termasuk |

anggota Polri, meragukan &5

 apakah Polri dapat
menyidik tindak pidana

| nriinet Karaminn toreahy

P e i P\Jiul gudu}\u‘ ALY ]!Liﬂlulhdll
adalab, pasal 6 ayat (1) KUHAP dan pasal 14
ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 28 ta-
hun 1997 tentang Kepolisian Republik Indo-
nesia. Dalany KUHAP dijelaskan bahwa sistern
peradilan & Indonesia adalah melahsi 3 (tiga)
tahap Yaitu: Penyidikan (pasal & KUHAP),
meskipun pasal 234 ayat (1) KUHAP menya-
takan bahwa untuk sementara tindak pidana
textentu Jaksa diberikan kesenangan Penyi-
dikan, di sinj bukan berarti bahm Polri fidak

. dibert wewenang Penvidik Tindak Pldaﬁa fer-

tentu, ‘Hal ini juga terlihat pada _Ul}da_gg—un-
dang No.5/ 1991 tentang Kejaksaan: tidak ada

satt katapun yang menghapus kewénanzan

Polri sebagai penyidik sébagaimana diatur da-

dang Kepolisian Nomor 28 tahun 1997 msal

4 ayat (1) huruf a vang menyatakan: bahwa

Polri beiwen'uw untuk melakukan penvi-

* dikan untuk semua tindak pidana.

D. Hambatan-hambatan dalam
“Penegakan Hukum”
“UU Perbankan
Di samping adanya penafsiran pdﬁd] 284
KUHAP yang kurang tepat maka hambatan-
dl?lbdtdﬂ penegakan hukum dalam bidang




& njclcwml i paATEfRetaEas Travr-ickake
dapat memberikan penjelasan/pengakuan
vang lengkap karena ferbentur pada ben-
teng rahasia bank, dan lebih lanjut bahwa
data pembukuan sehagai alat pembuktian
sangat sulit diperoleh.

. Di sampiny itu istilah “kolusi” yang baru-
baru ini merebak di mass media yang iden-
tik dengan istilah penyuapan sangat sulit

Stk kerem istiatreerseut el e
dapat baik dalam UU No. 3/71 (korupsi)
mapun dalam KUH Pidana.

. Tindak pidana perbankan, merupakan

“white collar crime”, di mana pelaku pida-
na tersebut tidak secara nyata dapat dibukii-
kan dan sangat sulit mendapatkan bukd-
bukii yang akurat karena bukti-bukii tsb,
sengaja dihilangkan oleh pelakn. =




